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I. Undang-Unda.ng Republik Indonesra Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalam Llngkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional !Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tamba.han 
Lcmbaian Negara Repubiik .Indonesia N~j; 

Mengingat 

Menimbang a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 12 Tabun 2016 tentang Perubaban Atas 
Peratura.n Menterl Kesebatan Nomor 59 Tahun 2014 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 
Pcnyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan, yang 
menyata.kan bahwa untuk besaran kapitasi 
dipertimbangkan dengan faktor sumberdaya manusia, 
kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan 
dan komitmen pelayanan, maka perlu mengubah 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Badan L.ayanan Umum 
Daerah Puskesmas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dala.m huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan 
Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional pada Badan L.ayanan Umum Daerah 
Puskesmas; 

BUPATI JEPARA, 

DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 
2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPJTASJ DAN NON KAPITASJ 
JAMlNAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH PUSKESMAS 

TENTANG 

NOMOR ~J TAHUN 2016 

PROVINS! JAWA TENGAH 
P~TURAN BUPATI JEPARA 

BUPATI JEPARA 



3. undang-unnang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 ~omor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 50631; 

4. Undang-Undang Hornor 12 Tahun 2011 rentang 
Pembenrukan Peraturan Perundang-undangan 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I 
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 reruang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29j sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraruran 
Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor42 ); 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 32 Tahun 
2014 tencang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Oaerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201-t 
Nomor 81), 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kcsehatan pada 
Jaminan Kesehatan Nasional (Serita Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2013 Nomorl400), 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 201-i tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jamlnan Kesehatan Nasional (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 874), 

LO. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2016 rentang 
Pengelolaan Keuangan Pada Unit Pelaksa.na Teknis yang 
Menerapk.an Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan 
Umurn Daerah (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
20 l 3 Nomor I 51 

11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Penggunaan Dana Kap11aS1 dan Non Kapitasi Jamt'lall 
Kesehatan ~asional pada Bad an L..ayanee : :FRTR .. 

·1.; - _ .. 

~~ ----- 
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(1) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana climaksud Pasal 4 huruf 
a, diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehat.an 
yang melakukan pelavanan. 

(21 Pemberian jasa pelayanan kesehatan sebagarmana dimaksud 
pada ayat ( II dihltung berdasarkan nila.i variabel dan komponen. 

Pasal 5 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

28c. Tim P-Care adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh 
Kepala Puskesmas, yang bertugas melaksanakan entry data 
melalui aplikasi yang berbasis webwsite yang memuai data 
kunjungan dan data kesakitan hasil pelayanan kesehatan 
peserta BPJS. 

28b. P-Care adalah sistem iniormasi pelayanan kesehatan rang 
disediakan oleh BPJS kesehatan dalam bentuk aplikasi yang 
berbasis website, yang memuat data kunjungan dan data 
kesakitan dari hasil pelayanan dalam satu perlodc. 

28a. Petugas pengeJola keuangan Jaminan Kesehatan Nasional 
adalah ka:ryawan yang bertugas rnembaruu bendahara 
pengeluaran untuk mengelola keuangan jaminan kesehaian 
nasional yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 

1. Ketentuan Pasal 1 clisisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 28a. 28b dan 
28c sehingga berbunyi sebgai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jamiaan 
Kesehatan Nasional pada Sadan Layanan Umum Daerah Puskesmas 
(Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 16) dlubah sebagai 
berikut: 

Pasal I 

~ PERAnJRAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATIJRAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2016 
TENTANC PENGCUNAAN DANA KAPITASl DAN NON 
KAPITASl JAMlNAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS. 

.M£.MUTIJSKAN: 

Dae.an Pas\::esrnas [Berna Daerah Kabupateo Jepara 
Tahun 2016 N= 16): 



~ :: ' l 

(lJ Vanabel prestasi kerja merupakan kornponen penilaian variabel 
daerah untuk penghitungan pernbagian jasa pelayanao kesehatan. 

(2) Nilai variabel pestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayai ( 1 ), 
mempertimbangkan : 
a. besarnya peran. beban kerja. resiko kerja. movasi, kreasi dan 

tanggung jawab tenaga kesebatan / non kesehatan pada kegiatan 
promotiI, preventif, kuratif dan rehabiUtatiI; 

b. besarnya perao tenaga kesehatan dan non keseharan dalam 
pokja/tim. 

(3) Jum.Jah nilal variabel prestasi kerja t!ap tenaga kesebatan dan tenaga 
non kesehatan berdasarkan perhiiungan antara nilai pokok kerja 
dikalikan basil kerja. 

(4) Pokok kerja tiap tenaga kesehatan dan tcnaga non kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (31 diberr nilai IO (sepuluhJ. 

(5) Hasi.l kerja sebagarmana dimaksud pada ayar 31 dJben nilaJ antara O 
(noll sampai dengan 20 (dua puluh] 

Pasal 8 

4. Ketentuan PasaJ 8 pada ayat (4) dan ayat (5) diubah, ayat (6) dihapus, 
seningga berbunyi sebagai berikut: 

(!) Nilar variabel ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a, merupakan hasil komulatif penilaian dari komponen jenis 
ketenagaan, masa kerja, clan jabatan atau peran dalam tim/pokja 
yang diperhirungkan dcngan variabel kehadiran jerus tenaga. 

(2) Nilai variabel kehadiran jenis tenaga sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1), merupakan jumlah hari tidak hadir kerja dikalikan nilai per 
hari variabel ketenagaan. 

(3) Nila: per hari variabel keteoagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(21 merupakan oilai vadabel ketenagaan dibagi rnaksirnal jumlab 
hari kerja efektifdalam satu bulan. 

(4) Nilai variabel kehadiran merupakan jumlah han kerja efektif 
dikurangi jumlah hari tidak hadir kerja dalam satu bulan, kecuaU 
tidak hadir kerja karena sakit atau karena dltugaskan ole.h pejabat 
berwenang. 

(5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14) paling banyak 3 
(tiga) bari dalam sebulan 

Pasal 7 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(31 Nilai setiap vanabel dan kompanen sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2), tereantum dalam Lampuan I yang mernpakan bagian 
tidak terpisahkan dan Peraturan Bupao mi. 



AH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR .3.3. BERITA D 

SEKRETARIS DAERAH KABlJPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 30' Sept'efuber-- 2or6 

AHMAD MARZUQI 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 30' September 2016 

r'~P.c,AT.!..!.J JEPARA, 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan penempatarmya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Jepara. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal n 

------------------------· x 
Jumlnh nflai variahel selurun tenaga, 

To1al Jasa 
pelayanan 
yang telah 
dltetapkan 

+ N~ai 
vanabet 
Pf"l,t.lSI 

k•rja 

NiW 
•;ariabd 

kehaclimn 

Jasa p,eia:Janan ~'8Jlg drterima oleh masing- masing tensga kesehatan 
can ?Pnaga non kesehatan dilurung berdasarkan formula sebagai 
!Jeri:; an; 

Pasal 10 

5 Ketenwan PasaJ JO diubah, sehingg;1 berbun)i sebagai berikut: 



<E-X:.JL SICPU j <£4J..i a:Lar ... 
=,,oi ,s, -~ 

10 11 Ketua I Koordinater 
e.Muru 

10 -~--,-- 
5 

~~-!--~~-l~J~Ke_ru~a~/'--Koo~rd __ ia_a_~_or 
2) Anggota 

NO \'ARIABEL I KOMPONEN NILAJ I KETERANGAN 
I Ki:il ENAGAAN: 

I I A. JENIS TENAGA 
• I. Med1s 150 
I 2. Aocteker 100 

3. Ners 100 
4. Tenaga kesehatan paling rcndah Sl I 80 04 
5. Tenaga kesehatan setara 03 60 
6. Tenaga non kesehatan paling rendah 50 03, arau asisten tenaaa kesehatan 
7. Tenaza non kesehatan di bawah 03 25 
B. MASA KERJA 
l. 5 (lima) t.ahun sampai dengan IO 5 lseouluhl tahun 
2. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 10 m-0 belasJ tahun 
3. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 15 20 (dua puluhl tahun 
4. 21 (dua pulub satu) tahun sampai 20 denaan 25 (dua nuluh limal tahun 
5. Lebih dari 25 (dua puluh lima} tahun 25 

I C. JABATAN DAN / PERAN DALA.M 
POKJA / TIM 

I. Kecala Puskesmas (Pemimpin BLUD} 100 
2. Keoala TU IPeiabat Keuanean BLUDl 30 
3. Bendahara Pengeluaran (Bendahara 30 BLUD} 

j 4. Petugas Pengelola Keuanzan JKN 25 
5. Bendahara Penerimaan 10 . 
6. Penzurus Baranz 10 
7. Peruzas Verifikator 25 
8. Koordinator Prozram 10 
9. Pokia I Tim 

a. UKP 
ll Kerua I Koordinator ]0 
21 An PPO!.a 5 

b. UKM 
1 l Ketua I Koordinator 15 

I 2l Anazota 7.5 
c. Adrninistrasi dan Manaiemen 

I LI Ketua I Koordinator JO I 
21 Anazota 5 

d. Audit Internal - 

:J;.-'"'T~ mL\1 ".'~EL DAN KOMPONEN TENAGA KESEHAT!\N DAN 

~~ON KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN JEPARA 

LAMPIR.1>:N PER~iURA .. ~ BUPATI JEPARA 
~ 33 Tahun 2016 
T~ : 30 Septewber 2016 



PE:NELITIAN PROOUK HUKUM 
;, ;:; «TAM PAR.AF 

AHMAD MARZUQI 

lO Ti P Pusk 1m care esmas ! 

11 Pml.aI:.rRUDg jawab ~o I 
2l Pcla~sar44. . 5 • I 11 TICiak ac.a pt:1an dalaro ~ 

atau r l Tim 0 
n, RRRAnJRAB 

L Hcdxr l Per han keria 
2 'iidak hadlr karena sakit dan / at.au Per bari ke.rja, 

I 
penugasan kedinasan oleh pejabat I paling banyak 3 
\"BDI! berwenana, ftie:al hari keria 

3. Terlambac hadir atau pulang sebelurn 
wakrunya yang diakumulasi sampai - I 
denaan 7 (tuiubl iam, 

, 111. PRESTASIKERJA 0-200 


